SALINAN

KEPALA DESA MAJASETRA
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA MAJASETRA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJASETRA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan
Desa Di Kabupaten Bandung, Desa harus menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa untuk skala tahunan;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan dokumen
perencanan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari
RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuatakhirkan, program
prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan Desa setiap tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang
dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Majasetra Kecamatan Majalaya
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019, dengan Peraturan Desa;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan
Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

11. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Keuangan Desa di kabupaten Bandung;

12. Perbup Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten
Bandung.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASETRA
dan
KEPALA DESA MAJASETRA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP DESA) DESA MAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1.
2.

3.

Desa adalah Desa Majasetra.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi
masyarakat, sebagai mitra pemerintahan Desa, ikut serta dalam perencanaan, peleksanaan,
pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Musyawarah Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yangdiselenggarakan
oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD,
adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah
perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan
kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan
sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa Yyang
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan
sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi
hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan
dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja
Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang
memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
APB Desa.

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang
memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana
dari rekening kas untuk mendanai pengeluaranpengeluaran berdasarkan DPA yang telah
disahkan oleh kepala Desa.

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.

Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat
terwujud secara efektif dan efisien.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Majasetra Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :

Peraturan Desa Majasetra
Kata Pengantar



Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Tujuan Dan Manfaat
1.4. Sistematika

Bab Il. Gambaran Umum Pemerintahan Desa
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa
2.2. Profil Desa
2.3. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
2.4. Arah Kebijakan Belanja Desa

Bab I11. Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan
3.1. Format Pagu Indikatif Desa
3.2. Rencana Pembangunan Yang Masuk Ke Desa
3.3. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun
Sebelumnya
3.4. ldentifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
3.5. ldentifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Bab IV. Rumusan Prioritas Program Pembangunan
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Desa
4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten,
Provinsidan Pusat
4.3. Pagu Indikatif Program Dan Kegiatan Masing-Masing Bidang/
Sektor

Bab V. Penutup

Lampiran :

1. Matrik Program RKP Desa

2. Daftar Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

3. Berita Acara Dan Daftar Hadir Musrenbang Desa
4. Proposal Teknis Dan RAB

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi
Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan Desa Tahun 2019.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara
transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta
dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama
dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.



Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

(1) Hal —hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di: Desa Majasetra
pada tanggal : 25 Oktober 2018

KEPALA DESA MAJASETRA
ttd
DADANG DARAJAT

Diundangkan di : Desa Majasetra
pada tanggal : 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DESA MAJASETRA

ttd

KANKAN HENDRA
LEMBARAN DESA MAJASETRA TAHUN 2018 NOMOR 2



